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Penelitian ini menganalisis kasus korupsi yang melibatkan mantan
Menteri Sosial, Juliari Batubara, dengan fokus pada aspek etika, moral,
dan penindakan korupsi. Latar belakang penelitian ini melibatkan
konteks kebijakan sosial dan peran Menteri Sosial dalam penanganan
pandemi COVID-19 melalui program bantuan sosial di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor etis dan
moral yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, serta mengevaluasi
efektivitas penindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian konstruktivisme. Kami menggunakan analisis konten dari
berbagai sumber informasi, termasuk berita, wawancara, dan dokumen
resmi terkait kasus. Hasil penelitian mengungkapkan kompleksitas isu
moral dan etika yang muncul dalam konteks tindakan korupsi, sekaligus
menggambarkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pejabat
tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam terkait perluasan
perspektif dalam menilai perilaku koruptif, dengan mempertimbangkan
aspek etika dan moral sambil mengevaluasi efektivitas sistem
penindakan korupsi. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan
kontribusi pada pemahaman dan perbaikan sistem penegakan hukum
untuk mengatasi kasus korupsi di tingkat pemerintahan tertinggi.

ABSTRACT

The research analyzes corruption cases involving the former Social
Minister, Juliari Batubara, with a focus on ethical, moral, and anti-
corruption aspects. The background of this research involves the context
of social policy and the role of the Minister of Social Affairs in dealing
with the COVID-19 pandemic through social assistance programmes in
Indonesia. The aim of the study is to identify the ethical and moral factors
involved in such cases of corruption, as well as to evaluate the
effectiveness of law enforcement. Research methods use a qualitative
approach with the methods of research constructivism. We use content
analysis from a variety of information sources, including news,
interviews, and official case-related documents. The findings reveal the
complexity of moral and ethical issues that arise in the context of
corruption, while describing the challenges in law enforcement against
senior officials. The research provides in-depth insight into expanding
perspectives in assessing corrupt behaviour, by considering ethical and
moral aspects while evaluating the effectiveness of corruption prevention
systems. The implications of these findings could contribute to
understanding and improving the law enforcement system to address
corruption cases at the highest level of government.
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1. PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi gejala serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan
dampaknya yang merugikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu
kasus terkini yang mencengangkan adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri
Sosial, Juliari Batubara. Kasus ini menarik perhatian banyak kalangan karena melibatkan
seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan
sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, analisis kasus ini menjadi sangat penting, khususnya
dalam tinjauan dari aspek Etika, Moral, dan Penindakan Korupsi.

Untuk memahami kasus ini secara mendalam, kita perlu merinci kronologi dan latar
belakang kasus. Sejak dilantik sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara telah dikenal sebagai
figur yang diharapkan membawa perubahan positif dalam penanggulangan kemiskinan dan
pemberdayaan sosial. Namun, pada tahun tertentu, kasus korupsi yang melibatkan beliau
menggemparkan negara. Sebuah studi oleh Soemarsono [1] menggarisbawahi bahwa "kasus
korupsi seringkali melibatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, yang merugikan
integritas dan moralitas seorang pejabat."”

Etika, sebagai suatu sistem nilai yang mengatur perilaku manusia, menjadi pokok
pembahasan yang tak terelakkan dalam konteks ini. Pratiwi [2] dalam jurnalnya menyoroti
bahwa "pelanggaran terhadap etika oleh pejabat publik bukan hanya mencoreng citra
pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara."
Meninjau aksi korupsi oleh Juliari Batubara dari perspektif etika akan memberikan gambaran
tentang sejauh mana pelaku korupsi ini mengabaikan prinsip-prinsip moral yang seharusnya
menjadi pedoman bagi para pemimpin.

Moralitas, sebagai dimensi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan dan
keburukan, turut memainkan peran sentral dalam konteks kasus ini. Studi oleh Santoso [3]
menyoroti bahwa "moralitas pemimpin sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan dan
stabilitas sosial." Melihat tindakan Juliari Batubara dari sudut pandang moral akan memberikan
pemahaman lebih lanjut tentang dampak jangka panjang dari tindakan korupsi terhadap nilai-
nilai moral dalam masyarakat.

Perlu juga ditekankan bahwa korupsi bukanlah masalah yang hanya berdampak pada

dunia politik, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pramudya [4]
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dalam penelitiannya menunjukkan bahwa "kasus korupsi dapat memperburuk ketidaksetaraan
sosial dan menghambat pembangunan ekonomi." Dengan demikian, analisis harus melibatkan
aspek dampak sosial dan ekonomi untuk memberikan gambaran penuh tentang konsekuensi
dari tindakan koruptif.

Keberhasilan penindakan korupsi menjadi poin kritis dalam kasus ini. Apakah aparat
penegak hukum mampu menjalankan fungsinya dengan adil dan efektif? Suryadi [5] menyoroti
bahwa "tantangan dalam penindakan korupsi melibatkan faktor internal dan eksternal, seperti
perlawanan dari kelompok kepentingan tertentu dan ketidakpatuhan dalam lembaga penegak
hukum." Analisis yang cermat perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana proses
penindakan korupsi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Media massa,
sebagai agen yang kuat dalam membentuk opini publik, juga memegang peran kunci dalam
mengungkap dan menyoroti kasus korupsi. Dalam konteks ini, Rahardjo [6] menekankan
bahwa "pemberitaan media dapat memainkan peran penting dalam memotivasi masyarakat
untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku korupsi." Oleh karena itu, evaluasi
terhadap peran media massa dalam mengawal kasus ini menjadi esensial dalam analisis kasus
korupsi ini.

Budaya organisasi juga menjadi faktor yang perlu dieksplorasi dalam analisis kasus ini.
Sudarsono [7] mencatat bahwa "tindakan korupsi seringkali terkait erat dengan budaya
organisasi yang memungkinkan praktik-praktik tidak etis berkembang." Menggali lebih dalam
mengenai budaya organisasi di lingkungan pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang
faktor-faktor internal yang mendukung tindakan koruptif. Aspek hukum juga memegang peran
penting dalam memastikan adanya keadilan dalam penanganan kasus korupsi. Sumarno [8§]
menunjukkan bahwa "evaluasi sistem hukum dalam penindakan korupsi perlu dilakukan secara
berkelanjutan untuk memastikan bahwa undang-undang dan prosedur hukum dapat diandalkan
dalam menegakkan keadilan." Oleh karena itu, analisis ini juga akan menyoroti sejauh mana
sistem hukum di Indonesia dapat menangani kasus korupsi dengan baik. Dalam konteks kasus
ini, tanggapan masyarakat terhadap skandal korupsi Juliari Batubara menjadi parameter
penting. Pramudya [9] mengemukakan bahwa "kekecewaan dan kemarahan masyarakat
terhadap pelaku korupsi menciptakan tekanan sosial yang dapat mendorong perubahan dan
reformasi." Tanggapan publik terhadap kasus korupsi tidak hanya mencerminkan
ketidakpuasan terhadap perilaku pejabat publik, tetapi juga dapat menjadi pendorong
perubahan kebijakan dan perbaikan sistem. Terkait dengan hal ini, Sumarno [10] menyoroti
bahwa "aktivisme masyarakat dapat menjadi kekuatan positif dalam mendorong transparansi
dan akuntabilitas pemerintah." Tanggapan masyarakat yang proaktif melalui aksi-aksi
demonstrasi, kampanye, dan partisipasi dalam forum-forum diskusi dapat membentuk tekanan
sosial yang efektif untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani dengan serius dan adil.

2. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, kelompok kami mengadopsi pendekatan kualitatif
dengan menggunakan metode penelitian konstruktivisme, sebagaimana dijelaskan oleh [1].
Konstruktivisme mengasumsikan bahwa realitas memiliki dimensi jamak dan bersifat interaktif
dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Pilihan
metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kasus korupsi
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bantuan sosial yang melibatkan Juliari Peter Batubara. Proses pengumpulan data dilakukan
dengan menerapkan metode teknik studi pustaka atau Library Research. Sumber-sumber
informasi yang kami andalkan mencakup berbagai buku yang relevan, diakses melalui laman
Remotelib.ui dan Google Scholar. Selain itu, kami juga memanfaatkan berita-berita aktual yang
terkait dengan kasus ini, yang diperoleh dari laman berita Kompas.com, Detik.com, CNN
Indonesia, dan Medialndonesia.com. Berita-berita tersebut mencakup kronologi kasus,
penindakan kasus, editorial, serta kajian hukum dan etika terhadap kasus korupsi yang
melibatkan Juliari Peter Batubara. Pemilihan sumber informasi dari berbagai latar belakang ini
diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan holistik terhadap konteks
kasus. Dengan demikian, analisis kami tidak hanya didasarkan pada teori konstruktivisme,
tetapi juga mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan interpretasi yang mungkin muncul
dari berbagai sumber informasi tersebut. Sebagai kelompok peneliti, kami berkomitmen untuk
menyajikan temuan yang akurat dan menyeluruh dalam menggali pemahaman lebih dalam
terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial Juliari Peter Batubara.

2.1 Landasan Teoritis
1. Konsep Korupsi
Korupsi, sebagai fenomena kompleks dan merugikan, merentang dari penyalahgunaan
kekuasaan hingga eksploitasi sumber daya untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di Indonesia memberikan definisi komprehensif
yang mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Konsep ini juga menyoroti unsur
pemberian atau penerimaan hadiah, tanda jasa, atau janji oleh pegawai negeri atau swasta
sebagai bagian integral dari korupsi.

2. Undang-Undang sebagai Alat Penanggulangan Korupsi
Peran undang-undang dalam menangani kasus korupsi tidak hanya sebatas sebagai
landasan hukum. Undang-undang menjadi instrumen untuk menggambarkan batasan
hukum yang memandu penegakan keadilan. Proses hukum yang transparan dan efektif,
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sangat diperlukan dalam memberantas
korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

3. Sistem Administrasi Publik (SAP) dalam Pencegahan Korupsi
Sistem Administrasi Publik (SAP) adalah solusi modern yang memainkan peran penting
dalam pencegahan korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan manajemen
data, SAP membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam
pengelolaan administrasi publik. Integrasi SAP dengan undang-undang menciptakan
landasan yang kokoh untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak tindak korupsi.

4. Kasus Korupsi Bantuan Sosial dan Vonis Terhadap Juliani
Studi kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliani menjadi
cerminan nyata tentang bagaimana pejabat tinggi negara terlibat dalam penyalahgunaan
dana publik. Pengungkapan kasus ini memberikan pemahaman mendalam tentang
mekanisme korupsi yang melibatkan jumlah yang signifikan, dalam hal ini, senilai 17
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miliar rupiah. Vonis penjara selama 17 tahun terhadap Juliani menegaskan komitmen
hukum dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.

5. Implikasi Terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan
Kasus tersebut memberikan implikasi yang sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah dan sistem peradilan. Meskipun vonis yang tegas dapat memulihkan
sebagian kepercayaan, tantangan sejati terletak pada perlunya reformasi struktural dan
peningkatan transparansi dalam mengelola kebijakan publik. Masyarakat perlu
diikutsertakan secara aktif dalam proses ini untuk memastikan bahwa keadilan terwujud
dan korupsi dapat dicegah.

6. Peran Masyarakat dan Peningkatan Kesadaran Anti-Korupsi
Peningkatan kesadaran anti-korupsi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan
korupsi. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka, serta partisipasi aktif dalam
pengawasan, dapat menciptakan tekanan sosial yang efektif. Masyarakat yang
berpartisipasi aktif dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan
praktik korupsi, menjadikan mereka mitra yang sangat penting dalam upaya pencegahan.

Dengan merinci tinjauan teoritis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi
memerlukan pendekatan yang holistik. Dari undang-undang yang kuat hingga implementasi
teknologi modern dan peran aktif masyarakat, semuanya bekerja bersama untuk menciptakan
sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi. Hanya melalui sinergi ini,
masyarakat dapat yakin bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas dan
keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari
Batubara, dengan fokus utama pada aspek-etika, moral, Undang-Undang terkait, dan
penindakan korupsi. Analisis mendalam terhadap kasus ini membuka jendela wawasan
terkaitdinamika kompleks yang mendasari tindakan koruptif di tingkat pemerintahan pusat.
Pemahaman lebih dalam terhadap isu-isu etika dan moral dalam konteks kasus ini menjadi
penting, karena bukan hanya menyoal pelanggaran hukum semata, tetapi juga mencerminkan
kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintah.

Pertama-tama, dalam merinci aspek etika, kasus ini menyoroti keterlibatan seorang
pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung kesejahteraan masyarakat, namun justru
terlibat dalam tindakan yang merugikan. Dalam perspektif etika, keterlibatan Juliari Batubara
dalam kasus korupsi ini menciptakan dilema moral yang serius. Penyalahgunaan kepercayaan
publik dan penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi adalah
pelanggaran etika yang melanggar norma-norma moral yang seharusnya menjadi pijakan
integritas seorang pemimpin. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap trust masyarakat yang
menurun terhadap pemerintah.
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Analisis etika dalam konteks ini mengungkapkan betapa pentingnya para pemimpin
memiliki landasan moral yang kokoh untuk menjalankan tugas mereka. Pemimpin yang
kurang memiliki integritas moral dapat merusak kepercayaan masyarakat, melemahkan
struktur pemerintahan, dan membuka pintu untuk tindakan korupsi yang merugikan banyak
orang. Oleh karena itu, penanganan etika dalam kepemimpinan menjadi esensial dalam
menghindari kasus serupa di masa depan.

Di samping itu, aspek moral dalam konteks kasus ini memperdalam pemahaman
terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh pejabat publik. Kasus ini menciptakan
pertanyaan fundamental tentang moralitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya
publik. Keterlibatan Juliari Batubara dalam manipulasi dana bantuan sosial menciptakan
dampak moral yang signifikan, merugikan jutaan warga yang seharusnya menjadi penerima
manfaat. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap tantangan dalam penindakan korupsi di
tingkat pemerintahan tinggi. Meskipun kasus ini menimbulkan kehebohan di masyarakat dan
menunjukkan keberhasilan penegakan hukum dalam membongkar praktik korupsi, masih ada
aspek-aspek yang perlu dievaluasi untuk memperbaiki sistem penindakan korupsi di masa
depan. Dalam beberapa kasus, penindakan terhadap pejabat tinggi dapat mengalami
hambatan politik dan administratif, yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan
keadilan dan akuntabilitas.

Penelitian ini juga menyoroti urgensi reformasi dalam sistem penindakan korupsi.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi menjadi
kunci dalam memastikan keberlanjutan pemberantasan korupsi. Peran media massa dan
lembaga-lembaga pengawas independen juga harus diperkuat untuk mencegah terulangnya
kasus serupa di masa depan. Dalam menghadapi implikasi kasus ini, disarankan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk
bantuan sosial. Reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola menjadi langkah esensial
untukmemastikan bahwa tindakan korupsi tidak hanya dipidanakan, tetapi juga dicegah
melalui sistem yang lebih efektif dan responsif.

Untuk mendukung pemberantasan korupsi, ancaman pidana mati seharusnya diatur
secara umum dalam undang-undang korupsi dan komponennya lebih sederhana. Hal ini
dilakukan karena korupsi di Indonesia dianggap sangat parah. Koruptor dapat dikenakan
pidana mati. Pidana mati tidak semata-mata bertujuan untuk mengurangi kejahatankorupsi;
itu juga dimaksudkan untuk mendorong pertobatan atau penjeraan terhadap pelaku dan
masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Foucoult, yang menyatakan bahwa masyarakat tidak
boleh hanya berpikir bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan, tetapi
hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik, dan kepercayaan agama. Akibatnya,
tindakan hukum dapat diarahkan pada individu atau komunitas dengan cara yang sangat
toleran atau sangat kejam, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pertobatan atau efek jera
bagi pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Foucoult, yangmenyatakan
bahwa masyarakat tidak boleh hanya berpikir bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk
mengurangi kejahatan, tetapi hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik, dan
kepercayaan agama. Akibatnya, tindakan hukum dapat sangat toleran atau sangat kejam
diarahkan pada individu atau komunitas, dan akhirnya dapat menghasilkan pertobatan atau
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efek jera bagi individu atau komunitas. Tindak pidana korupsi dapat mengenai korban secara
tidak langsung atau secara difusi. Namun, korban akan mengalami penderitaan yang
signifikan karena tindakan pelaku yang tidak bertanggung jawab telah menghalangi hak-hak
yang seharusnya mereka miliki. Korupsi dana desa adalah contohnya. Karena dana desa telah
dikorupsi oleh individu tertentu, kesejahteraan warga tidak dapat dirasakan. Akibatnya,
pembangunan infrastruktur desa terhambat dan penambahan penghasilan masyarakat miskin
terhambat.

Menurut Undang-undang TIPIKOR pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa pidana mati dapat
dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 2
ayat (2) UU Tipikor menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam
ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan”. Yang dimaksud tertentu disini adalah
ketikakorupsi tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan musibah bencana alam
yakni covid-19, seharusnya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang
membutuhkan ini disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, secara delik dan fakta
hukum perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara ini sudah masuk memenuhi
syarat penjatuhan hukuman pidana mati dimana bila dilihat dari unsur-unsur nya seperti,
Malakukan perbuatan korupsi, korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana
alam, krisis moneter dan lainnya. Dilihat dari unsur delik diatas dapat dikatakan bahwa kasus
yang menimpa Menteri Juliari batubara memang sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan
pidana yang dapat di jatuhi hukuman mati.

Analisis kasus korupsi oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini memberikan
pemahaman mendalam tentang kompleksitas isu etika, moral, dan penindakan korupsi dalam
konteks pemerintahan. Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup perlunya penguatan nilai-
nilai etika dan moral dalam kepemimpinan, peningkatan transparansi dalam pengelolaandana
publik, dan reformasi dalam sistem penindakan korupsi sehingga kasus korupsi dilndonesia
dapat teratasi dengan baik. Diharapkan temuan ini dapat memberikan kontribusi positif
terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan tindakan korupsi di masadepan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan terkait kasus korupsi bantuan sosial yang menjeratmantan
menteri sosial Juliari Peter Batubara mencerminkan urgensi untuk memperkuat integritas dan
nilai-nilai etika dalam kepemimpinan, terutama di tingkat pemerintahan tertinggi. Kasus
korupsi Juliari Batubara tidak hanya menjadi perwakilan dari pelanggaran hukum, tetapi juga
menciptakan keraguan terhadap moralitas dan integritas para pemimpin yang seharusnya
menjadi teladan bagi masyarakat. Analisis etika menyoroti pentingnya landasan moral yang
kokoh dalam menjalankan tugas pemerintahan, dengan kurangnya integritas moral dapat
merusak kepercayaan masyarakat dan membuka pintu bagi tindakan koruptif yang merugikan
banyak orang. Dari segi penindakan kasus korupsi Juliari Batubara yang dapat kita lihat dari
tuntutan yang diberikan oleh jaksa hingga vonis yang diberikan dan keringanan yang didapat
oleh Juliari Batubara meninbang kasus korupsi yang ia lakukan padasaat kondisi darurat
COVID-19 yang tentu sangat merugikan negara & masyarakat.
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Selain itu, dalam pembahasan kali ini juga menegaskan perlunya reformasi dalam
sistem penindakan korupsi dan pengelolaan dana publik. Dalam penindakan kasus korupsi di
tingkat pemerintahan tinggi tentu dihadapi oleh tantangan dan desakan yang tinggi dariberbagai
macam lapisan masyarakat. Ditambah lagi, hambatan politik dan administratif,menunjukkan
bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas seorang
aparatur sipil negara khususnya seorang pemimpin dalam instansi terkait. Penguatan peran aktif
masyarakat, media massa, dan lembaga-lembaga pengawas independen menjadi kunci dalam
mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan melakukan reformasi kebijakan serta tata kelola, diharapkan dapat
membentuk sistem yang lebih efektif dan responsif dalam pencegahan dan penindakan tindakan
korupsi.
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